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ABSTRAK 

Tulisan ini berusaha untuk menguraikan mengenai kewenangan Otoritas 

Jasa Keuangan yang tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di 

sektor jasa keuangan. Adanya kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan 

juga dimiliki oleh lembaga lain seperti kepolisian yang diberikan wewenang untuk 

melakukan penyidikan di semua tindak pidana. Adanya klaim koordinasi antara 

kedua lembaga tersebut dibuat tidak jelas oleh ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-

Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di mana PPNS OJK 

bisa langsung menyerahkan berkas P21 kepada penuntut umum padahal 

seharusnya penyerahan berkas P21 harus melalui koordinasi dengan penyidik 

kepolisian dan penyerahannya pun juga harus melalui penyidik kepolisian hal 

tersebut menimbulkan pertanyaan yaitu, apakah kewenangan penyidikan Otoritas 

Jasa Keuangan sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu 

pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai obyek 

penelitian, sumber dari penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu menggunakan 

literatur dalam perpustakaan sebagai sumber penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa masih terdapat 

ketidakpastian hukum mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk 

melakukan penyidikan, khususnya kewenangan melakukan penyidikan yang 

diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Otoritas Jasa Keuangan 

dikarenakan kewenangan PPNS OJK tidak sesuai dengan KUHAP dimana pada 

Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan menyatakan bahwa PPNS OJK berwenang untuk melakukan 

penyerahan berkas perkara yang telah P21 kepada penuntut umum, padahal 

seharusnya penyerahan berkas P21 kepada penuntut umum harus dilakukan 

dengan koordinasi terlebih dahulu dengan penyidik kepolisian dan penyerahan 

berkas P21 tersebut juga harus dilakukan oleh penyidik kepolisian bukan oleh 

PPNS OJK. 

Kata kunci : Penyidikan, Kepastian Hukum, OJK, KUHAP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang 

ditawarkan.
1
 Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani 

lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi 

investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, 

fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi 

kepercayaan.
2
 

Pentingnya suatu lembaga keuangan tentu dibarengi dengan 

adanya resiko yang salah satunya adalah kejahatan. Kejahatan di sektor 

jasa keuangan mengharuskan pemerintah untuk membentuk suatu lembaga 

untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan untuk mengurangi 

resiko kejahatan di sektor jasa keuangan. 

Berdasarkan laporan triwulan 1-3 OJK sepanjang tahun 2018 OJK 

telah mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) terhadap 10 

perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana di sektor jasa keuangan yang 

terdiri dari 7 tindak pidana di sektor perbankan, 2 tindak pidana di sektor 

pasar modal, dan 1 tindak pidana di sektor IKNB.
3
 

                                                

1 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), hlm. 1. 

2 Juli Irmayanto, Bank dan  Lembaga Keuangan, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2002), 

hlm 12. 

3 Laporan OJK Triwulan 1-3 tahun 2018 



2 

 

 

 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam 

sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, 

akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan serta stabil yang diwujudkan melalui adanya sistem 

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
4
 

 OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 

penyedia jasa keuangan perbankan antara lain melakukan pengawasan, 

pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain 

terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan /atau penunjang kegiatan 

jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada 

lembaga jasa keuangan.
5
 

Fungsi OJK yang telah disebutkan di atas mengindikasikan bahwa 

OJK Merupakan lembaga yang memiliki konsen pada bidang pengaturan 

dan pengawasan (supervisi) terhadap lembaga jasa keuangan seperti bank, 

pasar modal, asuransi, dan IKNB lainnya. Hal tersebut juga merupakan 

implementasi dari amanat Undang-undang BI untuk membentuk lembaga 

independen dalam pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. 

Pada pasal 1 Ayat 1 dan pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK, 

salah satu kewenangan yang dimiliki oleh OJK adalah dapat melakukan 

                                                
4 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 

2014), hlm. 57. 

5 Ibid. 
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penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6
 

Penyidikan tindak pidana merupakan tahap awal dari proses 

penegakan hukum. Proses penyidikan ini didasarkan pada ketentuan dalam 

KUHAP yang kemudian diamanahkan kepada penyidik dari Kepolisian 

dan PPNS. Kewenangan Penyidik Polri diatur di dalam KUHAP (Pasal 7 

ayat (1), sedangkan kewenangan PPNS diatur sesuai dengan undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam 

pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri 

(KUHAP Pasal 7 ayat (2). 

Sebagaimana diketahui penyidik pegawai negeri sipil mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

masing-masing dan pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi 

penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Adanya koordinasi sangat 

penting dalam pelaksanaan tugas bagi Penyidik Pegawai Negeri dengan 

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. 

Adanya lebih dari satu ketentuan penyidikan terhadap suatu tindak 

pidana yang salah satunya ada tindak pidana jasa keuangan menimbulkan 

suatu diskursus tersendiri. Pasalnya dalam Undang-Undang Kepolisian 

dan Undang-Undang OJK sama-sama menyebutkan bahwa kedua lembaga 

                                                
6 Pasal 1 Ayat 2 KUHAP 
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tersebut memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana 

jasa keuangan 

Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g 

menyebutkan:
7
 

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya 

 

Dari pasal tersebut maka kepolisian berwenang melakukan suatu 

penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk salah satunya tindak 

pidana jasa keuangan (tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar 

modal, dll) 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang OJK juga menyebutkan bahwa 

OJK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana jasa keuangan. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang OJK 

mengasifikasikan penyidik OJK menjadi dua jenis, yaitu penyidik dari 

kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil 

Meskipun pasal 49 ayat 1 Undang-Undang OJK nampaknya 

memberikan suatu kepastian hukum namun jika ditelaah lebih lanjut maka 

sebenarnya ketentuan dalam pasal tersebut justru menambah 

ketidakjelasan dan membuat kabur, karena jika penyidik OJK kemudian 

diambil dari instansi kepolisian maka untuk apa adanya kewenangan 

penyidikan yang ditaruh di dalam Undang-Undang OJK, Undang-Undang 

                                                
7 Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
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Kepolisian sendiri sudah menyebutkan bahwa polisi berwenang untuk 

melakukan penyidikan di semua tindak pidana 

Tidak selesai sampai disitu, ketentuan dalam pasal 50 ayat 1 

Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil 

(PPNS) diberikan wewenang untuk langsung bisa menyerahkan berkas 

perkara yang sudah P21 ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses 

penuntutan. Ketentuan tersebut melawan ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 

KUHAP, yang menyebutkan: 

Pasal 7 ayat 2  

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 

tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik 

tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
8
 

 

Dari ketentuan pasal 7 ayat 2 di atas maka dapat diketahui bahwa 

penyidik pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk menyerahkan 

berkas P21 kepada kejaksaan tanpa adanya koordinasi dan tanpa melalui 

penyidik kepolisian 

Terjaminnya kepastian hukum merupakan hal yang mutlak dalam 

penegakan hukum, karena kepastian hukum memberikan arah yang jelas 

bagi para pencari keadilan dan para penegak hukum. Tanpa adanya 

kepastian hukum maka keadilan akan mustahil untuk dicapai karena akan 

menimbulkan kesewenang-wenangan dari para penegak hukum 

                                                
8 Pasal 7 ayat 2 KUHAP 
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Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas maka penulis 

tertarik untuk lebih menguraikan dan menjabarkan hal tersebut dalam 

sebuah skripsi dengan judul Kepastian Hukum Kewenangan 

Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas adalah: 

Apakah kewenangan penyidikan OJK sudah sesuai dengan prinsip 

kepastian hukum? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah kewenangan penyidikan yang dimiliki 

Otoritas Jasa Keuangan sudah memenuhi prinsip kepastian hukum 

ataukah belum, karena akan menimbulkan tumpang tindih dan 

ketidakserasian antar lembaga jika kepastian hukum tidak tercapai. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat besar, dari segi teoritis 

(akademis) maupun praktis berupa: 

1) Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada ilmu hukum pidana khususnya di ranah 
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hukum acara pidana sebagai landasan penegakan hukum 

termasuk di sektor jasa keuangan. 

2) Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

saran bagi praktik penegakan hukum pidana khususnya 

penyidikan di bidang jasa perbankan khususnya Otoritas Jasa 

Keuangan. 

D. Telaah Pustaka 

Skripsi atau karya tulis yang digunakan sebagai perbandingan atau telaah 

pustaka dalam tulisan ini adalah: 

Pertama, Fernando Hamonangan, seorang mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Lampung yang membuat skripsi dengan judul 

“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam 

Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan”, skripsi tersebut 

membahas langkah-langkah pencegahan kejahatan di sektor jasa keuangan 

oleh pemerintah, antara lain dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai 

pelengkap peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi dan 

tujuan yang sama yaitu undang-undang tentang Bank Indonesia, 

selanjutnya dalam skripsi ini peran penyidikan yang dilakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan dimana OJK memiliki kewenangan untuk 

melakukan fungsi penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 
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2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
9
 fungsi ini oleh sang penulis 

dikaitkan pula dengan fungsi penyidikan yang dimiliki oleh lembaga 

penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang telah diatur oleh KUHAP (khusus 

kepolisian) dan undang-undang masing-masing lembaga, sebagai contoh 

Polisi sebagai penyidik tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 ayat (1) a. 

Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia, selain itu Polisi sebagai 

penyidik diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1) a. Melaksanakan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian 

Polisi sebagai penyidik termasuk penyidik mempunyai hak dan 

kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, 

termasuk tindak pidana di sektor jasa keuangan (Perbankan dan lain-

lain),
10

 selain itu lembaga penegak hukum lain seperti KPK juga 

berwenang untuk melakukan proses penegakan hukum jika terindikasi 

adanya tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan, maka hal tersebut 

menambah lagi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
11

 

                                                
9 Fernando Hamonangan, Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan 

Dalam  Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, Skripsi Universitas Lampung (2017), 

hlm. 7. 

10 Ibid, hlm. 5. 

11 Ibid, hlm. 6. 
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Kedua, Riki Fernando, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara yang membuat skripsi dengan judul “Penyidikan Otoritas 

Jasa Keuangan Dalam Perkara Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan 

Berdasarkan POJK N.22/POJK.01”, dalam skripsi ini sang penulis 

membahas kewenangan penyidikan oleh OJK dengan menggunakan POJK 

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) sebagai obyek yang diteliti, menurut 

sang penulis Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan 

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. 

Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang 

salah satunya Otoritas Jasa Keuangan yakni agar sektor jasa keuangan 

yang bekerja secara efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa 

sekarang.
12

 Tindakan penyidikan OJK merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; 

mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan 

                                                
12

 Riko Fernando, Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Tindak Pidana Di 

Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan POJK N.22/POJK.01, Skripsi Universitas Sumatera Utara 

(2018), hlm. 2. 
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dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat.
13

 

Ketiga, skripsi Azhary Hamzah Nasution, mahasiswa departemen 

hukum ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang 

berjudul “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kejahatan 

Perbankan”, yang membahas mengenai maraknya kejahatan perbankan 

yang menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa 

keuangan tersebut menjadi ilegal,
14

 para pelaku kejahatan menjaring dana 

masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan 

tidak wajar,  kejahatan ini menggunakan banyak modus sehingga OJK 

sebagai institusi satu atap dalam pengawasan perbankan berperan sangat 

sentral dan penting keberadaannya, OJK dibentuk dengan tujuan agar 

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara 

secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem 

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan 

melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.  

Keempat, skripsi Agus Anita Sari yang merupakan mahasiswi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang berjudul “Analisa Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam 

                                                
13 Ibid, hlm. 3 

14 Azhary Hamzah Nasution, “Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap 

Kejahatan Perbankan”, Skripsi Universitas Sumatera Utara (2017), hlm. 2. 
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Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi 

Islam” yang membahas mengenai peran pengawasan OJK karena 

maraknya investasi bodong atau ilegal yang perusahaannya tidak terdaftar 

secara resmi di OJK lampung. Praktik investasi ilegal atau yang sering 

disebut investasi bodong dilakukan dengan menjanjikan imbal hasil atau 

keuntungan tetap kepada masyarakat setiap bulannya meskipun 

perusahaan itu merugi.  Skripsi ini juga membahas mengenai upaya- upaya 

yang dilakukan OJK lampung dalam mengawasi dan mencegah 

penghimpunan dana ilegal di masyarakat. 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam menyusun sebuah penelitian diperlukan teori-teori yang 

relevan guna dijadikan pisau untuk membedah suatu permasalahan yang 

sedang dibahas, begitu pula dengan penelitian ini menggunakan beberapa 

teori untuk membedah permasalahan yang akan dibahas diantaranya yaitu: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, 

ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan 

adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil  karena  

pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu  tatanan  yang  

dinilai wajar.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan  dilaksanakan  

dengan  pasti  hukum  dapat menjalankan fungsinya. Kepastian 
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hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologi.
15

 

Menurut  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  

norma.  Norma  adalah pernyataan  yang  menekankan  aspek  

“seharusnya”  atau das  sollen,  dengan menyertakan beberapa 

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah  produk  dan  aksi  manusia  yang deliberatif.  Undang-

Undang  yang  berisi aturan-aturan yang bersifat umum 

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam  

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu  

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat  dalam  membebani  

atau  melakukan  tindakan  terhadap  individu. Adanya  aturan  

itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersebut  menimbulkan  kepastian 

hukum.  

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena  

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak 

menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas  

dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain  

sehingga tidak berbenturan atau  menimbulkan konflik norma.  

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum  

                                                
15 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59. 
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yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 

yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah 

sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan 

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan 

sekedar hukum yang buruk.
16

 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau   

tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum 

bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan 

oleh Negara terhadap individu.  

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-

Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di 

dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu 

yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran 

ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut 

aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin  

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu 

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat 

                                                
16 CST. Kansil, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 385. 
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suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari 

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak 

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 

melainkan semata-mata untuk kepastian.
17

 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum 

yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan 

harus sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang 

ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian 

hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. 

Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus 

diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan 

dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus 

selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai 

yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.
18

 

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan 

penyidikan konstitusi memberi hak istimewa atau hak privilege 

kepada penyidik untuk memanggil, memeriksa, menangkap, 

menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan 

barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan 

tetapi, dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa 

tersebut harus taat dan tunduk kepada prinsip the right of due 

                                                
17

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: 

Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83. 

 
18 Ibid. 
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process. Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas 

landasan “sesuai dengan hukum acara”. Tidak boleh undue 

process.  

Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih 

banyak keluhan yang disuarakan anggota masyarakat tentang 

adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang 

menyimpang dari ketentuan hukum acara atau adanya diskresi 

yang dilakukan penyidik sangat bertentangan dengan HAM 

yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan 

atau penyidikan. Oleh karena itu, tujuan mengemukakan 

permasalahan ini, sebagai ajakan untuk meningkatkan ketaatan 

penegakan the right of due process of law.  

Hak due process dalam melaksanakan tindakan 

penegakan hukum, bersumber dari cita-cita negara hukum yang 

menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan bahwa 

kita diperintahkan oleh hukum bukan diperintahkan oleh orang. 

Bertitik tolak dari asas ini, penyidik dalam melaksanakan 

fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan 

berpegang pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP.  

Konsep due process dikaitkan dengan landasan 

menjunjung tinggi supremasi hukum dalam menangani tindak 

pidana tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas 

hukum (no one is above the law), dan hukum harus diterapkan 
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kepada siapapun berdasar prinsip perlakuan dan dengan cara 

yang jujur. Esensi dari due process ialah setiap penegakan dan 

penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan 

konstitusional serta harus menaati hukum. Oleh karena itu, due 

process tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian 

ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian 

hukum yang lain.  

2. Penyidikan 

Penyidikan didefinisikan dalam KUHAP sebagai 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang (KUHAP) untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Dalam tahap penyidikan, penyidik akan 

mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana dan 

juga menentukan siapa orang yang diduga melakukan tindak 

pidana tersebut.  

Sebagai bentuk check and balances dalam 

melaksanakan kewenangan penyidikan, penyidik dibebankan 

kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum 

selaku pemegang kekuasaan penuntutan bahwa penyidik telah 

memulai tindakan penyidikan dalam bentuk Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).  Segala 
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rangkaian tindakan penyidikan akan dirangkum dalam bentuk 

berita acara yang disatukan dalam berkas perkara. Setelah 

penyidik merasa penyidikan telah selesai dan hasil penyidikan 

dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik akan 

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan 

dilanjutkan dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti 

kepada penuntut umum. Dengan adanya penyerahan berkas 

perkara, tersangka dan barang bukti maka tahap penyidikan 

sudah selesai dan segala tanggung jawab yuridis beralih kepada 

penuntut umum.  

Dari uraian mengenai penyelidikan dan penyidikan di 

atas, perlu dipahami bahwa penyelidikan dan penyidikan 

bukanlah tahapan yang berdiri sendiri atau terpisah. 

Penyelidikan harus dipahami sebagai tindakan tahap pertama 

dari penyidikan. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, 

penyelidikan disebutkan sebagai salah satu metode atau 

subfungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu 

berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, 

pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan 

penyerahan berkas kepada penuntut umum. Di banyak negara, 

penyelidikan dan penyidikan memang tidak dibedakan, dan 

hanya dikenal sebagai suatu proses yang dinamakan 

investigation. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan 

(Library Research), yaitu serangkaian kegiatan yang 

berhubungan dengan metode pengumpulan data kepustakaan 

dan mencatat. 

2. Jenis Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-

normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama 

dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum 

serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, Tindak Pidana di Sektor 

Jasa Keuangan, dan Sistem Peradilan Pidana 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitain ini 

adalah sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang terdari dari instrumen hukum nasional, 

yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 

No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
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Keuangan, Undang-Undang No, 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian. 

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku 

literature, makalah, jurnal, penelitian-penelitan 

terdahulu, dan karya-karya ilmiah lainnya yang 

memiliki relevansi dengan obyek penelitian. 

4. Analisa Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang menjadi objek 

penelitian akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif 

berdasarakan pada asas-asas atau teori-teori hukum yang 

terdapat dalam ilmu hukum untuk menjawab persoalan dalam 

rumusan masalah. Data yang berhasil diperoleh akan dianalisis 

untuk selanjutnya dijadikan bahan rujukan dalam memahami 

permasalahan dan menarik kesimpulan secara induktif-

deduktif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat 

mengenai keseluruhan isi skripsi yang akan disusun yang terdiri dari : 

Bab pertama, pada bab ini akan menguraikan mengenai Latar 

Belakang Masalah yang menjadi dasar dari penulisan ini, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka 

Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan. 
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Bab kedua, pada bab kedua ini akan membahas mengenai teori 

tentang kepastian hukum, due process of law, dan penyidikan 

Bab ketiga, pada bab yang ketiga ini membahas mengenai 

kewenangan dan proses penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

Bab keempat, pada bab keempat ini membahas tentang analisa 

mengenai kepastian hukum dalam proses  penyidikan oleh penyidik 

pegawai negeri sipil Otoritas Jasa Keuangan 

Bab kelima, pada bagian terakhir ini akan berisi tentang 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan saran-saran yang 

diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka menghasilkan 

kesimpulan bahwa  

1. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK menimbulkan 

ketidakpastian hukum  

2. kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana jasa keuangan sebelumnya sudah dimiliki oleh lembaga 

penegak hukum lain seperti Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

3. adanyalebih dari 1 kewenangan penyidikan tindak pidana jasa 

keuangan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan 

saling rebut dalam penanganan perkara.  

Alasan-alasan yang dapat mendukung pernyataan di atas adalah: 

pertama adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang selain 

Undang-Undang OJK yang telah memberikan kewenangan kepada 

penyidik dari lembaga penegak hukum lain untuk melakukan penyidikan 

terhadap tindak pidana jasa keuangan, sebagai contoh ialah Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 14 ayat (1)  

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 
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Maka dengan demikian polisi juga memiliki kewenangan yang sah sebagai 

penyidik tindak pidana termasuk penyidikan di sektor jasa keuangan serta 

tidak ada keharusan bagi Kepolisian untuk menyerahkan penanganan 

perkara tersebut kepada OJK. 

Kedua, tidak ada ketentuan tegas yang menyatakan bahwa OJK 

menjadi lembaga khusus dalam melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana jasa keuangan karena dalam Undang-Undang Otoritas Jasa 

Keuangan hanya mencantumkan kata “Berwenang” sehingga memberikan 

kesan bahwa pemerintah hanya menambah lembaga baru dalam hal 

penyidikan. 

Ketiga, ketentuan mengenai penyidik PPNS OJK Pasal 50 ayat 1 

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa PPNS 

OJK berwenang menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan menimbulkan 

ketidakpastian hukum karena PPNS diharuskan berkoordinasi dengan 

penyidik Kepolisian terkait penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan dan 

penyerahan berkas perkara tersebut juga harus melalui kepolisian 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP menyebutkan  

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar 

hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada 

dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf a.  
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B. Saran  

Demi tegaknya kepastian hukum dan jaminan profesionalisme 

dalam penyidikan maka saran yang diberikan dalam tulisan ialah: 

1. Akan lebih baik jika kewenangan penyidikan di sektor jasa keuangan 

cukup disematkan kepada kepolisian saja.  

2. Adanya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang OJK lebih 

baik jika dihapuskan dan OJK lebih berfokus kepada pengaturan dan 

pengawasan terhadap lembaga industri jasa keuangan.  

3. Jikapun kewenangan penyidikan tetap disematkan dalam Undang-

Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  maka 

koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan 

Penyidik Kepolisian Republik Indonesia hendaknya akan lebih baik 

jika berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum agar mencapai 

keberhasilan dan keharmonisan dalam mengungkap suatu tindak 

pidana yang terjadi serta tidak saling tumpang tindih. 
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